BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14A TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER

Menimbang

Mengingat

DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri

1,

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2019
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam
negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja daerah, maka Peraturan Bupati
Lombok Barat Nomor 14A Tahun 2018 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lombok Barat perlu dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Perubahan Peraturan
Bupati Nomor 14A tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7 5); Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

H



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang
Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun
1992 Nomor 116)

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99
Tahun 2019 tentang perubahan Kelima atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1560);



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14A

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

Pasal ]

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 14A Tahun

2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat, diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(3)

(4)

(5)

Pasal 6

Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf a diberikan kepada Satuan Kerja dari Kementerian/Lembaga
Pemerintah non Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam
Kabupaten Lombok Barat yang kegiatan dan atau penyediaan barang
dan jasa tidak dibiayai dari APBN.

Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf b diberikan kepada Daerah otonom baru hasil pemekaran

Daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Perundang-undangan.

Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf ¢ diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka meneruskan Hibah yang
diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat
Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri,
Gubernur atau Bupati; atau



c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasvarakatan
berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh
pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan
atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan

kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh

pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan
kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang
telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang

membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai Peraturan

Perundang-undangan.

2. Di antara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal
6A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

(1) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan

(2)

(3)

pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh
Hibah dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan blangko kartu tanda
penduduk elektronik.

Hibah dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan
dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Tumpang tindih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaknai
penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik
tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun
anggaran pendapatan dan belanja negara.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :



(1)

(2)

Pasal 7

Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

a.
b.

memiliki kepengurusan di daerah domisili;

memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat
atau sebutan lainnya; dan

berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten
Lombok Barat dan/atau Badan dan Lembaga yang berkedudukan di
luar wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan

pemerintah daerah.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

a.

telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum
dan hak asasi manusia;

berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten Lombok
Barat;

memiliki surat keterangan domisili dari lurah/ kepala desa setempat
atau sebutan lainnya; dan

memiliki sekretariat tetap.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

H. BAEHAQI /
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 NOMOR 0SS



